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The implication of applying the rule of law concept, as 
explicitly stated in the constitution, is that every action, 
whether by state administrators or citizens, must be based on 
applicable law. In fact, there are many rules that are not 
known to the wider community, including students at SMA 
Negeri 1 Toboali, South Bangka Regency. On the other hand, 
this area is one of the places where violations of the law often 
occur, including drug abuse. Therefore, legal counseling is 
carried out so that students become millennial generations 
who are aware of the law. Some of the things that were 
conveyed included the substance of Law Number 5 of 1997 
concerning Psychotropics and Law Number 35 of 2009 
concerning Narcotics. Apart from that, facts about drug use 
in South Bangka Regency, the bad effects that have occurred, 
and positive things that students can do to avoid drug abuse 
are also conveyed. 
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 INTISARI 
Kata Kunci: Impilkasi diterapkan konsep negara hukum, sebagaimana 

yang disebutkan secara ekspilisit di dalam konstitusi 
adalah setiap tindakan, baik oleh penyelenggara negara 
maupun warga negara, harus berdasarkan atas hukum yang 
berlaku. Faktanya, banyak aturan yang belum diketahui 
oleh masyarakat luas, termasuk oleh pelajar di SMA Negeri 
1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Di sisi lain, wilayah 
ini menjadi salah satu tempat pelanggaran hukum sering 
terjadi, termasuk penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, 
dilaksanakannya penyuluhan hukum agar pelajar menjadi 
genera milenial yang sadar hukum. Beberapa hal yang 
disampaikan di antaranya adalah substansi Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Selain itu, disampaikan pula fakta penggunaan narkoba di 
Kabupaten Bangka Selatan, dampak buruk yang terjadi, dan 
hal-hal positif yang dapat dilakukan oleh para pelajar atar 
terhindar dari penyalahgunaan narkoba. 
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Law Abiding 
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A. Pendahuluan 

Pada banyak kepustakaan disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. 

Selain sebagai sebuah cita-cita dan tujuan negara, pernyataan ini juga disimpulkan dari 

substansi kontsitusi, sebagaimana yang tertulis secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); Negara 

Indonesia adalah negara hukum. Aturan tertinggi ini tentu bukan hanya sekadar sebagai 

sebuah norma dasar yang menjadi penghias secara substansi, tetepi memiliki konsekuensi 

secara hukum. Di antaranya konsekuensi itu adalah seluruh aspek dalam bidang 

kemasyarakatan, kebangsaaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah senantiasa harus 

berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perbincangan tentang konsep negara hukum ini sejalan dengan tujuan negara 

menurut Aristoteles, yakni untuk mencapai kehidupan yang paling baik (the best life 

possible) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum (Ridlwan, 2011). Aristoteles juga 

menambahkan, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadialan atas 

warga negaranya. Dalam konteks ini, keadilan merupakan syarat untuk tercapainya 

kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadialan perlu 

diajarkan rasa susila kepada setiap warga negara agar menjadi warga negara yang baik, 

sehingga terciptanya ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dalam hidup 

bermasyarakat dan bernegara (Admin, 2021).  

Hidup yang damai (artinya adanya kedamaian hidup) merupakan harapan setiap 

orang. Adam Smith mengatakan hanya kedamaian, ringannya pajak, pelaksanaan 

peradilan yang dapat diterima yang diperlukan untuk mengangkat negara yang paling 

melarat menjadi negara paling sejahtera, selebihnya bergantung pada faktor-faktor alami 

(M, 1997). Adapun Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan, bahwa 

tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstern 

antarpribadi dan ketenangan intern pribadi (Solikin, 2019). Dari dua pendapat para ahli 

ini dapat kita simpulkan bahwa suatu kedamaian tercapai apabila tidak adanya 

permasalahan atau persengketaan dalam hidup  bermasyarakat umat manusia. Faktanya, 

banyak masalah yang sengketa yang terjadi, termasuk di wilayah Kabupaten Bangka 

Selatan. 

Secara historis disebutkan, pada pertengahan abad ke-17, wilayah selatan Pulau 

Bangka ini merupakan persinggahan para pedagang. Oleh sebab itu, wilayah ini pada saat 

itu merupakan tempat yang ramai dan tak terhindar dari kejahatan (Arsip Nasional 

Republik Indonesia, 2019). Sampai saat ini, wilayah Kabupaten Bangka Selatan masih 

menjadi tempat seringnya terjadi pelanggaran hukum dalam beragam jenisnya. Beberapa 
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di antaranya misalnya seorang remaja yang menjadi korban pembacokan setelah pulang 

dari Pantai Batu Kapur, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (Ardhina, 2022). Pada tahun 

2021 saja, Kepolisian Resor Bangka Selatan berhasil mengungkap 155 kasus kriminalitas 

dan penyelesaiannya sebanyak 170 kasus, dengan kasus paling menonjol, yaitu kejahatan 

konvensional yang didominasi kasus pencurian dengan pemberatan (Wiwin, 2021). 

Lebih spesifik pada kasus narkotika, aparat penegak hukum kepolisian kembali 

terjerat kasus narkotika, lalu ditangkap anggota Polisi Sektor Payung, Bangka Selatan, saat 

sedang pesta narkoba di sebuah pondok kebun lada pada 19 Januari 2018 (Arsan, 2018). 

Selanjutnya, selama tiga hari berturut-turut kepolisian di wilayah ini berhasil mengungkap 

kasus penyalahgunaan narkoba, imulai pada tanggal 24, 26 dan 27 Januari 2020, dengan 

mengamankan empat tersangka serta total barang bukti 14,83 gram sabu-sabu (Partner, 

2020). Seorang petani asal Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka 

Selatan, diamankan pihak kepolisian karena diketahui memimiliki narkotika jenis sabu 

seberat 1,06 gram, pada 15 November 2020 (Yudi, 2020). Masih di wilayah yang sama, 

kepolisian menangkap seseorang yang diduga pengedar narkoba dengan barang bukti 

berupa sabu-sabu seberat 0,41 gram, pada tanggal 2 April 2017 (Iwan, 2017). 

Pengungkapan kasus pidana penyalahgunaan narkotika kembali dilakukan setelah polisi 

menggerebek area pondok perkebunan di bukit panjang Desa Paku, Kecamatan Payung, 

Bangka Selatan (Stefanuslopis, 2017). Pada 24 Agustus 2018, Kepolisian Daerah Kepulauan 

Bangka Belitung menangkap tiga pengedar narkotika jenis sabu dan ekstasi di Bangka 

Selatan, Bangka Belitung. Polisi menyita 201 gram dan 1.021 butir ekstasi, dan merupakan 

tangkapan terbesar jajaran Polda Babel di tahun 2018 (Deni, 2018). 

Sejumlah fakta yang diuraikan ini setidak-tidaknya menunjukkan bahwa wilayah 

ini menjadi salah satu wilayah dengan potensi penyalahgunaan narkotika yang cukup 

tinggi, ditambah dengan banyaknya bandar yang beroperasi. Pelajar dalam banyak kasus 

tentang narkotika, seringkali menjadi sasaran para bandar agar mereka mau 

mengkonsumsi narkotika. Penyalahgunaan narkoba merupakan kasus yang semakin hari 

semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, dan ini merupakan masalah 

besar karena sebagian besar kasus penyalahgunaan narkoba justru dijumpai pada kaum 

muda sebagai generasi penerus bangsa (Sri, 2001). Apalagi, permasalahan dan peredaran 

narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan karena pecandu 

narkoba telah merambah luas baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, pelajar, 

mahasiswa, para remaja, dan lingkungan pemukiman di pedesaan maupun di perkotaan 

(Abd, 2017). 
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Penyuluhan hukum kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan 

menyebarluaskan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Darwance et al., 2021). Oleh sebab itu, pada tanggal 

18 Maret 2022, dilaksanakan penyuluhan hukum bertajuk “Mewujudkan Milenial Sadar 

dan Taat Hukum Di SMA Negeri 1 Toboali”. Harapannya, para peserta dapat memahami 

materi yang terkandaung dalam suatu peraturan perundang-undangan, hukum yang 

berlaku saat ini,  sehingga mampu menggerakkan generasi penerus bangsa untuk 

menghargai serta patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  

 

B. Metode Pelaksanaan 

Penyuluhan dilaksanakan dengan cara melakukan sosialisasi sesuai dengan tema. 

Sebagai sebuah tindakan praktis, penyuluhan merupakan upaya-upaya yang dilakukan 

untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, 

ataupun masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi (Amanah, 2007). Sementara itu, sosialisasi dalam konteks ini dapat 

diartikan sebagai usaha untuk memberikan informasi tentang suatu kabar atau berita, 

sehingga tersebarnya suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak dan 

terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara penyampaian pesan dan 

penerima pesan (Widjaja, 2008). Diawali dengan pemaparan materi dari para narasumber, 

selanjutnya para peserta diberikan waktu untuk berdiskusi. Metode dua arah ini 

diharapkan mampu memberikan dampak positif dari kegiatan ini. 

 

C. Pembahasan 

Milenial adalah istilah yang lazim digunakan saat ini, diasosiasikan salah satunya 

terhadap pelajar menengah. Penggunaan istilah generasi milenial lazim digunakan 

beberapa dekade ini, merujuk pada generasi modern yang hidup di pergantian milenium. 

Generasi yang juga disebut generasi Y ini lahir sekitar tahun 1980 sampai 2000 

(Hidayatullah et al., 2018). Menurut Yuswohady, generasi milenial (millennial generation) 

adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu awal tahun 1980 hingga tahun 2000. 

Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan salah satunya adalah 

media sosial. Ini disebabkan karena generasi ini tumbuh pada era internet booming 

(Hidayatullah et al., 2018). 

Jika dilihat di media sosial, generasi millenial sangat menonjol jika dibandingkan 

generasi sebelumnya (Aulia et al., 2019). Artinya, persentase milenial lebih tinggi 

dibandingkan generasi sebelumnya dalam penggunaan media sosial, bahkan dapat 
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dikatakan mendominasi. Millenial merupakan generasi yang penuh dengan kreativitas, 

inovatif, dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Perkembangan teknologi yang 

semakin maju, juga semakin mendorong anak millennial untuk melakukan dan 

memanfaatkan teknologi sedemikian rupa (Junita, 2019). 

Perilaku dan kebiasaan pada generasi milenial yang berusia 18-40 tahun itu yang 

mempunyai tingkat antusiasme terhadap penggunaan teknologi cukup tinggi, tetapi 

mempengaruhi terhadap sikap dan perilakunya. Ini diperparah dengan dampak teknologi 

mempunyai dua pengaruh, pertama pengaruh postif yaitu memberikan manusia 

kemudahan untuk melakukan interaksi, mencari informasi lebih mudah, sedangkan yang 

kedua pengaruh negatif, manusia akan menjadi perilaku yang egois, serba instan dan 

interkasi terhadap lingkungan sekitar menjadi cukup buruk (W et al., 2019). 

Menurut Kian, T. S., Yusoff, W. F. W., & Rajah, S., generasi milenial memiliki 

beberapa ciri, yakni di antaranya adalah saling terhubung 24 jam sehari sebab mereka lahir 

pada zaman internet booming sehingga komunikasi lebih mudah dilakukan (Mohammad, 

2021). Lyons juga menjelaskan karakteristik generasi millennial, di antaranya adalah 

karakteristiknya yang berbeda satu sama lain tergantung lingkungan tempat ia dibesarkan, 

strata ekonomi, dan sosial keluarganya. Selain itu, generasi millennial lebih terbuka dengan 

pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap 

perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya (Hardika et al., 2018). Namun, dibalik 

segudang kelebihan yang dimiliki, terdapat beberapa kelemahan dari generasi yang sangat 

bergantung pada teknologi ini, di antaranya adalah semaunya sendiri, disebabkan oleh 

ketidaksukaan mereka untuk diatur dan mudah terbawa arus yang belum tentu positif 

(Hardika et al., 2018). 

Dalam berhukum, untuk dapat menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung 

dalam peraturan, perlu dilakukan sejumlah langkah agar langkah ini dapat efektif. Ini 

sejalan dengan empat elemen penting yang harus terlibat dalam proses penegakan hukum, 

yaitu hukum atau aturan itu sendiri, mental aparat hukum, fasilitas pelaksanaan hukum, 

kesadaran dan kepatuhan perilaku masyarakat (Marsinah, 2018a). Berkaitan dengan 

kesadaran hukum, Ewick dan Silbey mengatakan istilah kesadaran hukum mengacu ke 

cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusiinstitusi hukum, yaitu 

pemahamanpemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan 

orang-orang (Ali, 2010). Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum 

sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas (Marsinah, 2018b). 

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah 

yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi 
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atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban 

hukum (Satjipto, 1991). Ketaatan hukum sendiri tidak lepas dari kesadaran hukum, dan 

kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik 

adalah ketidaktaatan (Ali, 2010). Salah satu masalah yang sekarang masih timbul adalah 

kesadaran hukum dan ketaatan hukum belum merata di masyarakat, kemudian 

terlepasnya sukma hukum yakni keadilan dari banyaknya proses law enforcement karena 

hukum kemudian lebih banyak dihayati sebagai persoalan teknis prosedural semata. 

Penegakan hukum kemudian bermain atau terjebak di dalam permainan norma- norma 

tanpa memperdulikan manusianya sebagai subyek yang harus dilayani dengan hukum 

yang bersukmakan keadilan serta berlandasan etika dan moral yang disertai dengan 

kesadaran dan ketaatan hukum (Kamaruddin, 2016). 

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum 

ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan.  Pertama, tindakan represif, ini harus 

bersifat drastic dan tegas, salah satunya para petugas penegak hukum tidak boleh 

membeda-bedakan golongan. Kedua, tindakan preventif merupakan usaha untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran 

hukum. Ketiga, tindakan persuasif, yaitu mendorong dan memacu. Menanamkan 

kesadaran hukum berarti menanamkan nilainilai kebudayaan (Hasibuan, 2016). Faktanya, 

kesadaran hukum masyarakat maupun pemerintah masih rendah dapat menjadi salah satu 

sebab belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum Indonesia (Usman, 2015). Meskipun 

sebera besarnya tidak diketahui pasti, yang pasti kurangnya pengetahuan dan pemahaman 

akan hukum menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesadaran hukum, Perlu 

langkah-langkah antisipatif untuk menyikapinya. 

Masih berkaitan dengan kesadaran hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan 

bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat 

di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, 

dengan penekanan pada nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian 

hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan 

(Soekanto, 1982). Selanjutnya, Sudiko Mertokusumo menyatakan tentang kesadasaran 

hukum sebagai kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau 

yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain, yakni 

kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain (Sudikno, 

1991). Oleh sebab itu, kesadaran hukum dalam masyarakat (termasuk di kalangan pelajar) 

perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang 

ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan 
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berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat hingga saat ini 

(Rosana, 2014). 

Relevan dengan apa yang sudah diuraikan ini, tim dari Fakultas Hukum Universitas 

Bangka Belitung melaksanakan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 

Toboali dengan tema “Milenial Sadar dan Taat Hukum”. Penyuluhan dilaksanakan oleh tim 

yang terdiri dari Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., Darwance, S.H., M.H., Rafiqa Sari, S.H., M.H., dan 

Reza Adriantika Suntara, S.Pd.,M.Pd.  Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bangka Selatan yang dalam acara tersebut dihadiri 

langsung oleh Kepala BNNK Bangka Selatan, Eka Agustina, S.KM., bertujuan untuk 

membahas tentang permasalahan hukum yang marak terjadi di kalangan generasi muda, 

hal tersebut dimaksudkan sebagai langkah preventif yang dapat memberikan kesadaran 

dalam hal ini bagi siswa-siswi untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum. Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. dalam sambutannya mewakil tim penyuluhan 

menuturkan kerja sama ini memiliki nilai yang sangat penting untuk meningkatkan 

kesadaran hukum siswa-siswi serta kesadaran untuk menghindari bahaya narkoba dan 

penggunaan zat-zat terlarang lainnya. 

Penyuluhan kemudian diisi dengan paparan materi dari tim penyuluh yang 

membahas mengenai beberapa masalah hukum pada generasi milenial serta tata cara 

penyelesaiannya. Pada sesi pemaparan, tim penyuluh menyampaikan beberapa regulasi 

yang wajib diketahui dan dipahami oleh pelajar, khususnya pelajar di SMA Negeri 1 

Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, di antanya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

serta beberapa peraturan lainnya. Bila dikaji, peredaran narkoba di Indonesia secara 

yuridis sah keberadaannya, karena regulasi hanya melarang penggunaannya tanpa izin 

oleh undang-undang (Darwance et al., 2019). 

Materi kedua mengenai bahaya narkoba dengan tema “Milenial Bersih Narkoba” 

disampaikan langsung oleh Kepala BNNK Bangka Selatan, Eka Agustina, S.KM. Dalam 

materi yang disampaikan, secara umum mengajar pelajar untuk menjauhi dari narkoba. 

Oleh sebab itu, disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan narkoba, di antaranya 

adalah fakta penggunaan narkoba di Kabupaten Bangka Selatan, dampak buruk yang 

terjadi, dan hal-hal positif yang dapat dilakukan oleh para pelajar atar terhindar dari 

penyalahgunaan narkoba. 

Penyalahgunaan narkonba, termasuk di kalangan pelajar, faktanya memang 

disebabkan oleh banyak hal. Beberapa faktor penyebab seseorang, khususnya remaja, 

menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang adalah ingin terlihat gaya, solidaritas 
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kelompok/ komunitas/ geng, menghilangkan rasa sakit, coba-coba atau ingin tahu, ikut-

ikutan, menyelesaikan dan melupakan masalah/ beban stres, menonjolkan sisi 

pemberontakan atau merasa hebat, menghilangkan rasa penat dan bosan, dan mencari 

tantangan atau kegiatan berisiko, serta merasa dewasa (Maudy et al., 2017). 

 Pihak SMA Negeri 1 Toboali mengapresiasi penyuluhan yang diinisiasi oleh tim 

dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Kepala sekolah SMAN 1 Toboali Aspandi 

mengatakan kegiatan penyuluhan ini sangat bermanfaat para siswa.. Hal ini merupakan 

langkah yang sangat positif untuk meningkatkan pemahaman mereka agar selalu taat 

hukum dan menghindarkan dirinya dari tindakan melawan hukum salah satunya menjauhi 

bahaya narkoba. Kegiatan ini ditutup dengan harapan dari para pihak agar dapat 

meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum generasi milienial saat ini terutama 

para pelajar yang telah mendapatkan penyuluhan. 

 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Penyuluhan hukum untuk menciptakan generasi milenial yang sadar dan taat 

hukum sudah dilaksanakan. Beberapa hal yang disampaikan di antaranya adalah 

substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, disampaikan pula fakta 

penggunaan narkoba di Kabupaten Bangka Selatan, dampak buruk yang terjadi, dan 

hal-hal positif yang dapat dilakukan oleh para pelajar atar terhindar dari 

penyalahgunaan narkoba. 

 

2. Saran 

Langkah antisipatif harus terus dilakukan, dan penyuluhan hukum ini 

merupakan salah satu upaya awal agar upaya lanjutan terus dilakukan. Pemerintah 

bekerjasama dengan berbagai pihak, harus dapat memastikan bahwa generasi milenial 

di Kabupaten Bangk Selatan betul-betul menjadi generasi yang sadar dan taat hukum. 

Ini dilakukan salah satunya yang spesifik adalah untuk meningkatkan kesadaran 

hukum siswa-siswi serta kesadaran untuk menghindari bahaya narkoba dan 

penggunaan zat-zat terlarang lainnya. 
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